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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. PPIU dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha dan Jemaah Umrah 

dapat diklasifikasikan sebagai konsumen berdasarkan ketentuan-ketentuan 

yang terdapat pada UUPK. Oleh karena itu, penyelesaian atas sengketa 

konsumen yang terjadi antara Jemaah Umrah dan PPIU dapat diselesaikan 

melalui UUPK. 

2. Tidak terpenuhinya hak-hak Jemaah Umrah dalam penyelenggaraan 

perjalanan Ibadah Umrah dapat menyebabkan terjadinya sengketa antara 

Jemaah Umrah dengan PPIU. Pengaturan berkenaan dengan penyelesaian 

sengketa konsumen diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) UUPK. 

3. Sengketa konsumen antara Jemaah Umrah dengan PPIU baru dapat terjadi 

dalam hal PPIU menolak dan/atau tidak merespon terhadap tuntutan-

tuntutan dari Jemaah Umrah yang menuntut pemberian ganti rugi atas 

kerugian yang diderita oleh Jemaah Umrah yang diakibatkan dari 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau 

diperdagangkan oleh PPIU. 

4. Jemaah Umrah selaku konsumen dapat melakukan upaya penyelesaian 

sengketa baik melalui jalur peradilan (litigasi) maupun juga di luar 

pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui 

jalur pengadilan dapat dilakukan melalui peradilan umum, sedangkan 

penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilakukan 

melalui BPSK. 

5. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK bukan merupakan 

penyelesaian sengketa berjenjang. Para pihak yang bersengketa dalam hal 

ini Jemaah Umrah dan PPIU harus memilih mekanisme penyelesaian 

sengketa konsiliasi atau mediasi atau arbitrase. 
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2. Saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkenaan dengan penyelesaian 

sengketa antara Jemaah Umrah dengan PPIU, maka saran penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. PPIU selaku pelaku usaha dan juga Jemaah Umrah selaku konsumen, 

harus melaksanakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam 

penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana yang telah diatur 

dalam Permenag Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha 

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. 

2. Jemaah Umrah selaku konsumen diharapkan harus lebih teliti dalam hal 

memilah dan memilih PPIU yang akan mereka gunakan untuk melakukan 

perjalanan Ibadah Umrah, dalam hal ini Jemaah Umrah perlu memastikan 

apakah PPIU tersebut sudah terdaftar di Kemenag,    

3. Jemaah Umrah selaku konsumen perlu untuk melakukan riset terhadap 

track record dari PPIU yang akan mereka pilih untuk menjalankan 

perjalanan Ibadah Umrah agar menghindari terjadinya hal-hal yang dapat 

merugikan Jemaah Umrah  

4. Pemerintah melalui Kemenag harus mengimplementasikan pemberian 

sanksi-sanksi terhadap PPIU yang lalai dalam melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Permenag Nomor 5 

Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan 

Ibadah Umrah. 

5. Pemerintah melalui Kemenag perlu untuk melakukan audit keuangan 

secara rutin terhadap PPIU, agar pengelolaan keuangan yang dilakukan 

oleh PPIU dijalankan sesuai dengan standar kegiatan yang berlaku, 

sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh 

PPIU terhadap kewajiban mereka. 
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